PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR Y TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1I dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor.73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan :

LB

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
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Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas .

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Musi Rawas.
Pengelolaan hibah dan bantuan sosial adalah tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Rawas

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah TAPD Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku Bendahara
Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Kabupaten Musi
Rawas.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD dilingkungan Kabupaten Musi Rawas yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
Kabupaten kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima
hibah.
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18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh

anggota masyarakat warga negara Republik lndotesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profest, funpgsi, agama, dan kepercayaan
tethadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta  dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasionel dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
termasuk organisasi non pemerintahan vang bersifat nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan perundangundangan.

BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupah mi meliput penganggaran, pelaksananan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

(1)
2)

(n
(2
(3)

(4)

Pasal 3

Hibah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang,
atau jasa.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 dapat berupa vang
atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dapat mmemberikan hibah sesual kemampuan

keuangan daerah.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan setelah

memprioritaskan pememthan belanja urasan wajib.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditujukan untuk

menunjang perncapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah

dengen memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebDagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi miteria

paling sedikit:

a. peruntukannya secara spestik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus mensrus setiap tahun
anggatran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; dan

¢. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah ;

b. pemerintah daerah lainnya,
¢. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan/atau

¢. Organisasi kemasyarakatan,
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Pasal 6

{1} Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada aatuan kerja dari kementerian/lembaga pemenntah non
kementerian.

(2] Hibah kepada pemerintah dacrah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daeral sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan,

{3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ diberikan kepada Badan Usaha Milik Dacrah dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dan Pemenntab sesual
denpgan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4} Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf d
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat
istindat, dan keolahragaan non-profesional.

{5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e dibenkan kepada organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdaftar pada
SKPD terlaait.

Pasal 7

{1} Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {4)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurisan yang jelas; dan
b. berikedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.
(2} Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 3
tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerntah Kabupaten ;
dan
c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8

{1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan orpanisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara
tertulis kepada Bupati,

(2} Mekanisme pengangaran hibah diatwr lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

{3} Bupati menunjuk SKPD/unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

{4) Kepala SKPD/unit kerja terkait pada ayat (2) menyampaikan hasit evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

{5} TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimeksud
pada ayat {3) sesual dengan pricritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasgal 9
{1) Rekomendasi kepala SKPD/Unit Kerja terkait dan pertimmbangan TAPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3} dan ayat (4) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan FPAS.
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{2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {i),
meliputi anggaran hibah benipa uang, barang, dan/atau jasa.

FPasal 10

(1) Hibah berupa uarng dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPL.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2) menjadi daear penganggaran hibah dalam APBD sesuai perafuran
perundang-undangan.

Pasal i1

(1) Hibah berupa uwang dianggarkan datam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada
PPKD,

{2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalamn program dan kegiatan, yang
diuraikan kedaiam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah
barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian
obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3} Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran hibah,

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

[2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas
DPA-SKPD.

(3) Setiap pemberian hibah ditvangkan dalarn NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(4] Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD.

Pasal 13

(1} Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati
berdasarkan peraturann daerah tentang APBD dan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/ peyerahan hibah.

{3) Penyaluran/penyerahan hibah dan Pemerintah Kabupatenr kepada
penerima hibah dilalukan setelah penandatangan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 14

{1} Penerima hibah berupa uang menyampailan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui PPKD.
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(2} Bendahara pengeluaran PPKD melakukan verifikasi pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah.

(3] Penerirna hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
pengaunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD/ Unit Kerja terkait.

Paszal 15

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD
dalar tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sehbagai realisazi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.

Pasal 16

Pertanggungiawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
usulan deri calon penenma hibah kepada Bupati;

keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

NPHD;

pakts integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukii serah
terima barang/iasa atas pemberian hibah berupa barang/iasa.

a0 o
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Pazal 17

(1) Penerima  hibeh  bertanggungjawalb secara formal dan matenial atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertangpungjawaban penerima hibah meliputi:

&. laporan penggunaan hibah;

b. surat permyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
ditenima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undengan bagi penerima hibah berupa vang atau salinan
bukti serab terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa.

(3] Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati melaiui SKPD/1nit Kerja terkait
paling lambat tanggal !0 bulan Januari tahun anggaran bernkutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangarn.

{4} Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf ¢
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku  obyek
pemeriksaan dan salinennya disampaikan kepada PPKD.

Pasal i8

1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuat standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi  anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunar
aporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Format kenversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebageimana dimaksud ayat {1}] tercantum pada lampiran Peraturan
Bupat ini.



BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bapgian Kesalu
Umum
Pasal 1%

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesual kemampuan keuangan daerah.

(2] Pembernan bantuan sosiad scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusaen wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masvarakat,

Pasal 20

Angpotafkelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1} raelipati:

a. individu, keluarpga, dan/atau masyvarakat yvang mengatami keadasn yang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan unihik melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

(1) Pembernian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

memenubi kriteria paling sedikit:

a. selektif:

b. memenuhl perayaratan penerima bantuan;

c. bersifal sementara dan thdak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat herkelaniutan;

d. sesuai tujuan pengEunaan.

(2] knteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) humaf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindung dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kritena persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada avat
{1} hurud b meliputi:

a. memilila identitas yang jelas; dan
b. berdomisilt dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten.

{4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial
tidak wajib dan tidak harus diberikan sctiap tahun anggaran.

{3 Keadazn tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
dnggarsn sampai penerima bantuan telah lepas dan resiko sosial

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
huruf d bahwa tujuan permnberian bantuan sosial meliputs
a. rehabilitas: soaial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial,

d. jaminan socsial;

¢, penanggulangan kemiskinan; dan
. penanggulangan bencana.
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{5) TAPD memberikan pertimbangan  atas rekomendas!  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesual dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 25

(1} Rekomendasi kepala SKPD/Unit Kerga dan pertimbangan TAPD
scbagaimana yang dimasud dalam pasal 23 ayat (3] dan ayat {4) menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan
KUA dan PPAS.

{2} Pencatuman alckasi anggaran scbagaiman dimaksud pada ayat {1)
meliputi anggaran bantuan sosial herupa uang atau barang.

Pasal 26

{1] Bantuan sosial berupa unang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

{2} Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3] RKA-PPKI} dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat
{2] memjadi dasar pengangearan bantuen sosiel dalam APBD, yaiti
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pa=al 27

f{1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa baranpg berdasarkan satas
DPA-SKPD.

Pasal 23

(1} Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan Bupatl berdasarkan peraturan daecrah tentang APBD dan
peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana
dimzaksud pada ayat (1).

[3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung [L3).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilal sampai dengan
Rp 5.000.000,00 {lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui
mekanisme pembayaran tunal.

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan saosial
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukt
pencrimaan uang bantuan sosial,

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 29

(1) Penerima bantuan sosial berupa vang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sgsial kepade Bupati melalui PPKDY dengan tembusan SKPD
terkait.

{2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit
Kerja terkait.

¥4
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Pasal 22

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a
ditujukan wuntuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)
huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat
yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(6} huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 23

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung
oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani/nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan alat pertanian untuk petani miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran
Pasal 24

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Bupati.

(2) Mcpl?anisme penganggaran bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(3) Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi
usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD.

AY
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Pasal 30

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 31

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial

meliputi:

a. usulan darn calon penerima bantuan sosial kepada Bupati,

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pasal 32

{1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa
barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek
pemeriksaan dan salinanya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 33

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 34

1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan
Bupati ini.

AV
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BahV
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 35

(1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoning dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial,

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaitmana dimebksud pada ayat [1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 3KPD yang
mempuniyai tugas dan fungsi pengawasan.

BabV
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 36

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pads tanggal 7Y Fepfuan 2012

BUPATI MUEL RAWAS

n

WAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggan
pada tangga] ay Febpuori 2012




Lampiran : Peraturan Bupati

NOMOR
TANGGAL

Tahun 2012
Januari 2012

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN /ATAU JASA

SERTA BANTUAN 50SIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .......

(Dalam Rupiah)

N
omor Uraian Anggaran Setelah Reafisasi Lebih
‘ Urut Perubahan (Kurang)
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

113 Pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
s Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Jumlah
2 Belanja

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawal

G 2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

- Hibah  barang/jasa  yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

- Bantuan sosial barang yang
diserashkan kepada  pihak
ketiga/masyarakat

- Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial

2.2.3 Belanja Modal

Jumlah

Surplus/{Defisit)




Il. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .......

(Dalam Rupiah)

Uraian

(Kurang)

Pendapatan

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Lain-tain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1

2.1.1

2.1.2

213

214

2.1.5

216

2.1.7

223

Jumiah Belanja|

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan Daerah

31

Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.1.1

SILPA

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

313

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

4 ¥



H. FORMAT LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PPID

PEMERINTAH KABUPATEN MUSH RAWAS
LAPORAN REALISAS) ANGGARAM PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

[Dolaim Ruauplah)
MNomor Anggaran Setelah Lebih
bt Lradany | R bisaasd x ]
1 Pendapartan
1.2 Dana Ftrw

121 | Duns Bagl Hasi

12.1.1] Duna Bagl Hashl Pajak

1.2.1.2

11 Lpln-taln Panvdapatah Daetsh yang Seh

131 PFandspatsn Mibah

1.3.2 Dene Darvrat

1.3.3 7| Dans Byl Hesh Puisk dort Provingl

1.3.4

Pemarintsh Dasrsh Lainnya
dumiah Perdapatan
2 Batanja
2.1 iBelanja Tidsk Langsung
211 | Balsnjs Pegawal

1.1 Balenja Bunga

.13 Belanis Subakdi

216 | Setenis Hibeh

2.1.% Batanla Bantusn Seslal

1.1.6 Selanjz Bagl Haell

317 Brlunis Bartusn Keusngan

218 | Belanja Tidek Torduge

unlah Bedarifa

Surphus/ (Defisit)

3.1 Parerimaen Pembleysan Dasrsh

311 | Penggunasn SILPA

3.1.2 Pancalran Dana Cadangan

3.1.3 HazH Panjvalan Kelonrain Deerch yung

3.14 Penarimaan Pinjaman Dasrsh

ML PSRN ROYPOEN PO D
3.1.6 Penerimaan Piuteng Dserah

3.2.3 Pambayiran Pokok Ltang

324 Pemberian Pinjaman Dasrsh

Jumish Pengelusan

Pemblaysan Neto

3.3 |Sisa Leblh Pembleyasn Anggaran {SILPA)




H. FORMAT LAPORAN REALISASE ANGGARAN PPYD :

PEMERINTAH KARUPATEN MU RAWAS
LAPORAN REALISASI ANGZARAN PPID

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA] DENGAN 31 DESEMBER ...

[Dalam Ruplah)
N Urai Anggaran Sateleh Laihy
(177 3 Parubsharn {Rurang)
1 |Panwiapatan
L2 {Dama

211 | Belanje Pegrwsl

112 | Baissja Bunga

1.6 Selangs Bagi Haell

1.1.7 | Belmnis Bantusn Keupngsn

213 | Belenja Tidak Terduge

Jurniah Bedarda|
Surphus/{ Defisit)|
3 |Parabiayaen Dagrsh
3.1 Penerimasn Parmblsysan Dasrah
311 | Punggunasn SILPA

3.1.2 PFancalran Dana

313 Hasll Penjualan Kekirpaan Dnecsh yang

Biplashian
3.1.4 Porserindan Pirdaman Daerah
FAN
.14 Pooerimasn Muting Dasrsh

hurvdgh Pangriman

a2 Fengelusren Pembisyasn Dearsh

311 Pamrsbamyidonn: D

21 Penyeriaan Modal {Invesiasi]

Pamarintah Dearah

323 Pembaysrsn Pokok Litang

.24 PFarberian Finjarnan Dasrsh

Juirdph Pasypalipran

Parnbizysan Neto

33 [Sish Labih Penhiliean Anggaren (SLFA)

A ¥



lll. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- A - AP IS

Momor Uraian SATKER 1 | SATKER2 | PPKD | Gabungan
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah XX 00K L
Pendapatan Retribusi Daerah XXX 2000 Xoax
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang X XXX Xoox
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah X XXX X
Jumiah Pendapatan Asli Daerah XXX HX Yook
Dana Perimbangan XXX X
Lain-Lain pendapatan yang sah 300X X
10 Jumlah Pendapatan XN XN Xoox
11 Belanja
12 Belanja Tidak langsung it XX XK Xoo
121 Belanja Pegawali 00 00X 000 Xoox
12.3 Bunga 00K X
12.4 Subsidi XXX Xoex
12.5 Hibah XXX Xxx
12.6 Bantuan Sosial 000 Moo
13 Belanja Langsung XXX XXX Xocx
Belanja Pegawai 000 XXX Xxx
Belanja Barang dan Jasa 00X XX Yoox
1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada| - o i
pihak ketiga/masyarakat
2) Bantuan sosial barang yang diserahkan|
kepada pihak ketiga/masyarakat = xx o
3)
Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial XX XX -
Belanja Modal 00K XXX Noex
14 Jumiah Belanja UK XXX 00 Moax
15 Surplus/defisit XXX 00X XXX X
16 Pembiayan Daerah
17 Penerimaan Pembiayaan X Mocx
18 Pengeluaran pembiayaan 00X Moox
19 Pembiayaan Neto XNX 0
20 Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) XHX Moo
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ll. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISAS|I ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Uraian SATKER1 | SATKER2 | PPKD | Gabungan
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Pajak Daerah KK XXX Xxx
4 Pendapatan Retribusi Daerah XX XX Xoox
5 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang XXX XXX Xxx
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah XXX XXX Mex
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX Moux
8 Dana Perimbangan XX Xoex
9 Lain-Lain pendapatan yang sah XXX Xoex
10 Jumlah Pendapatan XX XXX Xxx
11 Belanja
12 Belanja Tidak langsung XXX XAX XXX Moex
12.1 Belanja Pegawai b XXX XXX X
123 Bunga XXX Yoxx
12.4 Subsidi X000 Xx
12.5 Hibah XXX X
12.6 Bantuan Sosial XXX Yoo
13 Belanja Langsung XXX 20X Xx
Belanja Pegawai XXX XXX Moo
Belanja Barang dan Jasa 200X AN Xoux
1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat " o ™
2) Bantuan sosial barang yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat x o o
3)
Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial |  xx Xx >
Belanja Modal XNX XXX Maax
14 Jumlah Belanja XX XXX XX Xxx
15 Surplus/defisit 00K XXX 300X Hoox
16 Pembiayan Daerah
17 Penerimaan Pembiayaan XX Xoex
18 Pengeluaran pembiayaan XXX ax
19 Pembiayaan Neto 00 Xoex
20 Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) XK Xoex

&b



ill, FORMAT KONSOLIDAS| LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISAS| ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Uralan SATKER 1| SATKER 2 | PPED | Gabungan
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Palak Daerah nER 0N Xnx
4 Pendapatan Retribusl Dasrah 00X 300K X
5 Hasil pengelolaan kekayaan daerab yang N X Yook
& Lain-laln Pendapatan Asll Daarah yang Sah XXx UK X0k
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah X 00 Xoox
8 Dana Perimbangan XK Xax
9 Lain-Laln pendapatan yang sah 503 ] Woex
10 Jumlah Pendapatan W00l 30 ] Xoox
11 Belanja
12 Belanja Tidak langsung XKX 3000 xix Xoox
12.1 Belanja Pegawai 00X 008 o0 .
123 Bunga 000 Xox
12.4 Subsidi ok Xorx
12.5 Hibah 1000 X
12.6 Bantuan Soslal 0 0
13 Belanfa Langsung omx XX Xxx
Belan|a Pegawai 00X 3004 oo
Belsnfa Barang dan Jasa 00N e ex
1} Hibah barang/fjasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat o > >
2) Bantuan sosial barang yang diserahkan - - -
kepada plhak ketiga/masyarakat
3
Barang/jssa selain hibah dan bantuan sosial | xx x X
Belanja Modal XXX 3004 oo
14 Jumlah Belanja 2000 4 ] XXX Xo0x
15 Surplus/defish 300K 200 00 Yoo
16 Pembiayan Daerah
17 Penerimaan Pembiayaan X Xoex
18 Pengeluaran pembiayaan 00 Xan
19 Femblayasan Neto Xx% Mooy
il Liza leblh Pemblayaan Tahun Berkenaan (SILPA} XX Mo

D 4




KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

i

Uraian

[Pendapatan

|Pendapatan Asil Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Hasll pengelolaan kekayaan daerah yang

Lain-lsin Pendapatan Asll Deerah yang Sah

Pendapatan Asll Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

| Hasll pengelolasn kekayaan dacrah yang

| Lainain Pendapatan Asl Daerah yang Sah

Jumilah Pendapatan Asll Daerah

J_Dml’uhh‘-l

|Lain-Lain pendapatan yang sah

FHEIC IR R R e 1 L4

| Jumiah Pendapatan

11 |Belanja

12 |Belanja Tidak langsung

12.1 | Belanja Pegawai

Humlah Pendapatan Asli Daerah

Sunge

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

slBIB[E[E

Belanja Langsung

|Betanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

1) Hibah barangfjasa yang diserahkan
pihak ketiga/masyarakat

2) Bantuan soslal barangflass yang
kepada pihak ketiga/masyarakat

¢ E(E(E|EEE R EEEEEEEE

3] Barang/jasa selain 1] dan 2|
Belanja Modal

Jumiah Belanja

Surplus/ defisit

Pemblayan Daersh

| Penerimaan Pemblayaan

Iwm

Pembrayasn Neta

Ble|&|S|R|R|E

Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)

FIE|E R (EEEP

g [FEE|E) E|EE| |F|EE|E|E|EEE

BIF|E|E| [FIE|E

BUPATI MUSI RAWAS

WAN MUKTI




